


IMPLIKASI 

1. Data-data pembangunan daerah tidak lengkap 
dan tersebar di masing-masing OPD serta jarang 
diperbaharui. 

2. Bappeda menghadapi kendala serius dalam 
mengumpulkan data dari OPD karena: (a) 
Lemahnya koordinasi antara Bappeda dan OPD, 
(b) Minimnya pendanaan dan keterbatasan 
personil di Bappeda untuk pengelolaan data, 
dan (c) Kurangnya political will dari KDH 

3. Pusat tidak memiliki instrumen yang cukup 
untuk mengukur kebutuhan pembangunan dan 
capaian-capaian substantif program dan kegiatan 
pembangunan yang dilakukan pemda 

Perencanaan Pembangunan di 
daerah tidak dilandaskan pada data, 
padahal idealnya perencanaan 
pembangunan didasarkan pada data 
yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

Perencanaan pembangunan 

sering tidak tepat sasaran 

H
A

SIL 



Pasal 274: 

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan 
informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah 

Definisi SIPD 

SISTEM INFORMASI yang membantu penyediaan Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan  Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara 
Elektronik 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara 
Nasional 



Tujuan 

1 

• Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan 
informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan 
dapat dipertanggungjawabkan 

2 

• Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta 
pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah 

3 

• Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh 
daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan 
baik pusat maupun daerah 



1 

• Fokus kepada data untuk perencanaan pembangunan 
daerah 

2 
• Data berbasis urusan 

3 
• SIPD sebagai intrumen evaluasi pembangunan daerah 

4 

• Pengembangan SIPD menjadi 4 bagian (e- database,         
e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev) 



PUSAT 

1 

4 

3 

Penyesuaian regulasi (amanat pasal 407) 

2 Pengembangan aplikasi SIPD 

Integrasi SI sektoral secara nasional 

Sosialisasi dan pelatihan SIPD 

DAERAH 

1 

4 

3 

Penguatan kelembagaan tim SIPD 

2 Optimalisasi Pengumpulan dan Input Data 

Optimalisasi Evaluasi data 

Optimalisasi Pemanfaatan SIPD  



PERAN SIPD DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 



Peningkatan kualitas 
Perencanaan & 

Pengendalian Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

secara Nasional 

RPJPD, RPJMD & RKPD didasarkan pada data 
informasi yg dikelola dalam SIPD Sehingga menjadi 

LEGAL DATABASE 32 Urusan & Penunjang krn 
ditetapkan dgn PERDA dan PERKADA pd Dokumen 
Perencanaan serta amanat pasal 274 UU23/2014 ttg 
Pemda 

Sebagai Alat Pengendalian dan Evaluasi Konsistensi 
dokumen perencanaan 

Menjadi Salah Satu 
Standard Instrumen 

Monitoring dan Evaluasi 
Perencanaan dan Urusan 

Konkuren 

1 Data dan 1 Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

Menjadi Instrumen Monev Perencanaan dan Urusan 
Konkuren 

UU Nomor 23 Tahun 2014 

Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 

Mandat Regulasi & Masuk 
Kedalam Prioritas Nasional 

Reformasi Birokrasi 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 



BAB I PENDAHULUAN 

BAB II 
GAMBARAN UMUM 
KONDISI DAERAH 

BAB III  
GAMBARAN 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA 
PENDANAAN 

BAB IV ANALISIS ISU-
ISU STRATEGIS 

BAB VIII  
INDIKASI RENCANA 

PROG PRIORITAS 
DISERTAI 

KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

BAB V VISI, MISI, 
TUJUAN DAN 

SASARAN 

BAB VI STRATEGI 
DAN ARAH 
KEBIJAKAN 

BAB VII  
KEBIJAKAN UMUM 
DAN PROG PEMB 

DAERAH 

BAB X PEDOMAN 
TRANSISI DAN 

KAIDAH 
PELAKSANAAN 

BAB IX PENETAPAN 
INDIKATOR KINERJA DAERAH 

SIPD 

SIPD 

SIPD 

SIPD 



SIPD 

Pengolahan data dan informasi 

Evaluasi Capaian Periode sebelumnya 

Penelaahan RTRW 

Analisis Isu-Isu Strategis 

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Instrumen untuk: 

PERSIAPAN 
RANCANGAN 

AWAL 
RANCANGAN MUSRENBANG 

RANCANGAN 
AKHIR 

PERATURAN 
DAERAH 



TAHAPAN PELAKSANAAN SIPD 



Pembentukan Tim 

Rapat 
Koordinasi 

Pengumpulan dan 
Pengisian Data 

Evaluasi 
pengumpulan data 

Evaluasi 
terpadu SIPD 



ANALISA KEBUTUHAN TIM 1 

Bappeda mengidentifikasi SKPD mana saja yang perlu 
dilibatkan dalam tim pengelola SIPD, dengan 
mempertimbangkan urusan wajib dan pilihan yang 
diselenggarakan di daerah terkait, serta sesuai dengan 
kebutuhan pengumpulan data SIPD. 

PEMBENTUKAN TIM 2 

Ditetapkan dengan SK kepala daerah dan dilakukan 
paling lambat bulan Februari  



Pemetaan Ketersediaan Objek Data 

• Pemilahan data yang tersedia di daerah, 
sesuai kondisi daerah 

Pengelompokan data menurut SKPD 

• Pengelompokkan data dan pembagian 
tanggungjawab pengisian data kepada 
masing-masing SKPD terkait 

1 

2 



Dilakukan oleh koordinator bidang di SKPD 1 

Dikoordinasikan oleh Bappeda 2 

Dalam hal data tidak ada, Pemda 
perlu melakukan pengumpulan 

data sendiri, dengan menggunakan 
metode yang sesuai 



TAHAP 4: EVALUASI 
PENGUMPULAN DAN 
PENGISIAN DATA 

•Dilakukan internal masing-masing tim pengelola SIPD 

•Aspek yang dievaluasi antara lain (a) keterisian data, (b) tumpang 
tindih dan duplikasi data 

•Dilakukan paling lambat bulan Juni 

•Dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan 

TAHAP 5: EVALUASI 
TERPADU 

•Dilakukan secara bersama-sama oleh tim pengelola SIPD 
kabupaten/kota dan provinsi 

•Difasilitasi oleh tim pengelola SIPD provinsi 

•Dapat melibatkan tim pengelola SIPD nasional 

•Aspek yang dievaluasi antara lain (a) sinkronisasi data antar 
kabupaten/kota, (b) validasi dan verifikasi data 

•Dilakukan paling lambat bulan Desember 

•Data yang telah dievaluasi dalam forum evaluasi terpadu ditetapkan 
oleh kepala daerah dan dikirimkan ke tim pengelola SIPD nasional.  



Keterangan: 
1. Jadwal ini merupakan batas akhir waktu pelaksanaan 
2. Rapat koordinasi dan evaluasi dapat dilakukan berkali kali 

sesuai kebutuhan 

 



PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD 



1.084 elemen data 

Awal 

3.034 elemen data 
2.691 elemen 

data* 
3.077 elemen data 

2012 2015 2017 

*termasuk 512 Element data SDDKN 
 

1. umum 
2. sosial budaya 
3. sumber daya alam 
4. infrastruktur 
5. ekonomi 
6. keuangan daerah 
7. politik, hukum, dan 

keamanan 
8. insidensial 

Delapan kelompok data: Diuraikan ke dalam 31 
jenis data dan 2.691 
elemen data 

SIPD menampung data 
numerik, terutama yang 
terkait dengan 
Pembangunan daerah, 
dan mengolahnya 
menjadi informasi 
pembangunan 

Diolah ke dalam Aspek 
Informasi: 
1. Geografi dan 

Demografi 
2. Kesejahteraan 

Masyarakat 
3. Pelayanan Umum 
4. Daya Saing Daerah 

Diolah ke dalam Aspek 
Informasi sesuai Pasal 
392 UU 23/2014  dan di 
entry berdasarkan 
Urusan 

1. Kondisi Geografis 

2. Demografi 

3. Potensi Sumber 
Daya 

4. Ekonomi dan 
Keuangan Daerah 

5. Aspek Kesejahteraan 
Masyarakat 

6. Aspek Pelayanan 
Umum 

7. Aspek Daya Saing 
Daerah 



Existing Current 

34 Jenis data  
32 jenis data urusan pemerintahan; 
1 jenis data umum geografi dan 
1 jenis data umum administrasi  
    pemeritahan) 

31 Jenis Data 

8 Kelompok Data 

2.691 Elemen Data 

3 Kelompok Data 
-Urusan Wajib,  
-Urusan Pilihan dan 
-Data Umum) 

1527 Variabel Data* 
1081 Elemen Data* 
335 Sub Elemen Data* 
134 Sub-Sub Elemen Data*  
Total 3.077* 



Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan 
Dasar dan Non Dasar 

24 URUSAN: 

• pendidikan 

• kesehatan 

• pekerjaan umum dan penataan ruang 

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 
• Masyarakat 

• sosial. 
• tenaga kerja 
• pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 
• pangan 
• pertanahan 
• lingkungan hidup 
• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
• pemberdayaan masyarakat dan Desa 
• pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
• perhubungan; 
• komunikasi & informatika 
• koperasi, usaha kecil, dan menengah 
• penanaman modal 
• kepemudaan dan olah raga 
• statistik 
•  persandian 
• kebudayaan; 
• perpustakaan;  
• kearsipan. 

Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan 

8 URUSAN: 
• kelautan dan perikanan 
• pariwisata 

• pertanian 

• kehutanan; 

• energi dan sumber daya mineral; 

• perdagangan; 

• perindustrian; dan 

• transmigrasi. 

Kelompok Data Umum 

1. Geografi 
2. Administrasi Pemerintahan 
• Kepegawaian 
• DPRD 
• Kewilayahan 
• Keuangan :  
   1. APBD 
   2. Neraca 
   3. PDRB 
   4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah  
   5. Laju Inflasi 
   6. Indeks Gini 
   7. IPM 

Urusan Pemerintahan Daerah 



No Urusan  
Kelompok 

Data  

Jenis 

Data 
Header 

Variable 

Data 

Elemen 

Data 
Sub Elemen 

Sub-Sub 

Elemen Data 
Total 

1 PENDIDIKAN 1 1 13 62 49 0 0 126 

2 KESEHATAN 1 1 10 38 46 5 5 106 

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1 23 40 68 12 0 145 

4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 1 7 25 25 0 0 59 

5 

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 1 13 47 69 12 0 
143 

6 SOSIAL 1 1 32 138 47 0 0 219 

7 TENAGA KERJA 1 1 7 37 8 2 0 56 

8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1 1 11 34 36 0 0 83 

9 KETAHANAN PANGAN 1 1 14 36 19 0 0 71 

10 PERTAHANAN 1 1 5 23 6 0 0 36 

11 LINGKUNGAN HIDUP 1 1 3 17 50 0 0 72 

12 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 1 9 70 60 0 0 141 

13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 1 12 29 37 12 0 92 

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 1 4 22 16 4 0 48 

15 PERHUBUNGAN 1 1 8 32 41 38 0 121 

16 KOMINFORMATIKA 1 1 13 21 10 0 0 46 

17 UMKM 1 1 8 6 34 36 0 86 

18 PENANAMAN MODAL 1 1 0 3 5 15 120 145 

19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 1 12 57 65 0 0 136 

20 STATISTIK 1 1 0 0 0 0 0 2 

21 PERSANDIAN 1 1 0 0 0 0 0 2 

22 KEBUDAYAAN 1 1 22 42 28 0 0 94 

23 PERPUSTAKAAN 1 1 2 13 48 53 0 118 

24 KEARSIPAN 1 1 12 27 4 0 0 45 

25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 1 34 90 34 6 0 166 

26 PARIWISATA 1 1 24 69 44 0 0 139 

27 PERTANIAN 1 1 12 60 77 53 0 204 

28 KEHUTANAN  1 1 9 66 7 6 9 99 

29 ESDM 1 1 53 161 68 72 0 356 

30 PERDAGANGAN 1 1 3 11 50 9 0 75 

31 PERINDUSTRIAN 1 1 57 183 2 0 0 244 

32 TRANSMIGRASI 1 1 19 68 28 0 0 117 

33 DATA UMUM 0 

TOTAL 3 32 451 1527 1081 335 134 3592 

Total Variabel s.d. Sub Sub Elemen Data 3077 



KELOMPOK DATA JENIS DATA VARIABEL DATA ELEMEN DATA SUB ELEMEN DATA 

Urusan Wajib Pertanian 1. Jumlah Populasi Hewan 
Ternak  

1.1. Jumlah Populasi Hewan 
Ternak Besar  

1.1.1. Jumlah Populasi 
Ternak Sapi 

      1.1.2 Jumlah Populasi 
Ternak Kerbau 

   1.2. Jumlah Populasi Hewan 
Ternak Kecil  
 

1.2.1 Jumlah Populasi 
Hewan Ternak Kambing  

1.2.2 Jumlah Populasi 
Hewan Ternak Domba  
 

2. Jumlah Usaha 
Peternakan  

2.1. Jumlah Usaha Peternakan 
Hewan Besar 

      2.2. Jumlah Usaha Peternakan 
Hewan Kecil  
 

      2.3. Jumlah Jumlah Usaha 
Peternakan Unggas 



Pertanian 
Tanaman Pangan *  
1. Luas Lahan Pertanian **(Ha) 
     1). Lahan sawah (Ha) 
            1. Beririgasi (Ha) 
            1. Tadah hujan (Ha) 
      2). Lahan kering (Ha)       
             2. Tegal/kebun (Ha) 
             2. Ladang/huma (Ha) 
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) 
      1). Jumlah Produksi Padi (Ton) 
      2). Jumlah Produksi Jagung (Ton) 
      3). Jumlah Produksi Kedelai (Ton) 
      4). Jumlah Produksi Ubi (Ton) 
      5). Jumlah Produksi Tanaman Pangan lainnya (Ton) 
3. Nilai Produksi Tanaman Pangan (Rp) 
      1). Nilai Produksi Padi (Rp) 
      2). Nilai Produksi Jagung (Rp) 
      3). Nilai Produksi Kedelai (Rp) 
      4). Nilai Produksi Ubi (Rp) 
      5). Nilai Produksi Tanaman Pangan lainnya (Rp) 
4. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (%) 
Hortikultura * 
1. Luas Areal Holtikultura (Ha)** 
      1). Luas Areal Buah 
      2). Luas Areal Sayuran 
      3). Luas Areal Bahan Obat Nabati 
      4). Luas Areal Florikultura 
2. Jumlah Produksi Hortikultura  (Ton)** 
      1). Jumlah Produksi Buah 
      2). Jumlah Produksi Sayuran 
      3). Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati 
      4). Jumlah Produksi Florikultura 
3. Nilai produksi Hortikultura (Rp)** 
      1). Nilai produksi  Buah (Rp) 
      2). Nilai produksi  Sayuran (Rp) 
      3). Nilai produksi  Bahan Obat Nabati (Rp) 
      4). Nilai produksi  Florikultura (Rp) 

I. Pertanian *   
     1. Padi Sawah *   
          1). Luas Tanam   Ha 
          2). Luas Panen   Ha 
          3). Produksi Gabah   Ton 
          4). Produksi Beras   Ton 
          5). Produktivitas   Kw/Ha 
          6). Jumlah Konsumsi Beras   Ton 
     2. Padi Ladang *   
          1). Luas Tanam   Ha 
          2). Luas Panen   Ha 
          3). Produksi Gabah   Ton 
          4). Produksi Beras   Ton 
          5). Produktivitas   Kw/Ha 
          6). Jumlah Konsumsi Beras   Ton 
     5. Kacang Hijau *   
          1). Luas Tanam   Ha 
          2). Luas Panen   Ha 
          3). Produksi   Ton 
          4). Produktivitas   Kw/Ha 
          5). Jumlah Konsumsi   Ton 
     8. Ubi Jalar *   
          1). Luas Tanam   Ha 
          2). Luas Panen   Ha 
          3). Produksi   Ton 
          4). Produktivitas   Kw/Ha 
          5). Jumlah Konsumsi   Ton 
II. Hortikultura *   
     1. Mangga *   
          1). Luas Areal   Ha 
          2). Jumlah Produksi   Ton 
          3). Jumlah Konsumsi   Ton 
          4). Produktivitas perLuas   Kw/Ha 
     2. Jeruk *   
          1). Luas Areal   Ha 
          2). Jumlah Produksi   Ton 
          3). Jumlah Konsumsi   Ton 
          4). Produktivitas perLuas   Kw/Ha 
     53. Jamur *   
          1). Luas Areal   Ha 
          2). Jumlah Produksi   Ton 
          3). Jumlah Konsumsi   Ton 

OLD NEW 



PENDUDUK BERDASARKAN USIA SEKOLAH SE PROVINSI ... 
TAHUN n-2 

NO PROVINSI 

USIA PENDUDUK 

0-6 TAHUN 
(orang) 

 7-12 TAHUN 
(orang) 

 13-15 TAHUN 
(orang) 

 16-18 TAHUN 
(orang) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
            

            
            

            
TOTAL         

TAHUN n-3         
TAHUN n-4         

TAHUN n-5         
TAHUN n-6         



PENYEMPURNAAN APLIKASI SIPD 



Desain Tampilan 
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD,  tampilan SIPD tahun 2017 sudah menggunakan 
teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari mobile device. 

Pembatasan Otoritas Akses 
• Pada SIPD 2013  pembatasan akses hanya pada halaman input data. 
• Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses, yang tidak di batasi akses hanya 

beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat, Agenda Kegiatan dan FAQ. 

Manajemen User 
• Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin, level Propinsi 

dan Level Kabupaten. 
• Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin, level Propinsi, 

Level Kabupaten, level SUPD serta level SKPD. 

Validasi Inputan Data 

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data, SIPD tahun 2017 di lengkapi dengan 

sistem validasi data, jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9, koma (,) dan n/a.  

Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang diinput lebih valid dan 

mendetail. 



Halaman Utama 



1. Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Pada menu ini terdiri dari 3 

sub menu, yaitu : 

- Input data 

- Data analisa 

- Dan perbandngan data 

2. Menu Perencanaan Pembanguna Daerah Pada Menu ini berisikan 4 Sub 

menu, yaitu : 

• Dokumen Rencana Pembangunan 

• E – Planning 

• E - Budgeting  

• E - Monev 

3. Menu Partisipasi Masyarakat 

4. Menu Forum Layanan 



Tampilan Halaman Input SIPD Tahun 2017 

1. Sumber Data 
 

Pada halaman Input Data terdiri dari 3 menu 



2.  Input Data 
 

Tampilan Halaman Input SIPD Tahun 2017 



3. Output Data 
 

Terdapat 
List Tabel 

Output 
di setiap 
urusan 

Tampilan Halaman Input SIPD Tahun 2017 



4. Output Data 
 

Akan muncul preview dari 
tabel yang dipilih serta 

data yang telah 
diinputkan. Jika data tidak 
diinput, maka data akan 

kosong (blank) 

Tampilan Halaman Input SIPD Tahun 2017 



Adanya dukungan dan komitmen Perangkat Daerah 
dalam pengumpulan, pengisian dan keakurasian  data 
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang 
dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Denpasar.  

Peran Perangkat Daerah dalam memverifikasi data dari 
kecamatan bersama-sama dengan Bappeda Kota 
Denpasar dalam forum data.  

Peran Kecamatan dalam memverifikasi dan 
merekapitulasi data dari Kepala Desa/Lurah sehingga 
data yang diperoleh valid dan legal database.  



Data menjadi dasar dalam penyusunan rencana 
pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan. 
 
Data sebagai tools/alat untuk pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah dalam rangka 
menjamin pencapaian target sasaran & program. 
 
Ketersediaan dan pemanfaatan data dalam 
perencanaan, penganggaran, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan perlu ditingkatkan. 



Kelembagaan pengelola data PD perlu diperkuat dalam 
hal kapasitas personil dan pendanaan. 
 
Tugas Bappeda, Dinas Statistik dan PD: 
• Mendorong ketersediaan data dan informasi 

pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan 
dapat dipertanggungjawabkan untuk 
perencanaan 

• Koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan data 
untuk perencanaan 



BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KOTA DENPASAR 

Email: bidangtapor@yahoo.com 

Sipd.bangda.kemendagri.go.id 

Telp : 0361-413357 

mailto:bidangtapor@yahoo.com
mailto:sipede@bangda.kemendagri.go.id


PEMERINTAH PROVINSI BALI 


